
i. Ufldang-undangNomor13Tahun 1950tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Oalamlmgkungan PropinsiJawa Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 10Tahun 2004 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang 
undangan (lembaran Negara Repubhl< 
Indonesia Taht..-n 2004 NorTior 53 Tambahan 
Lembaran Negara Repubfik Indonesia Nomor 
4389); 

a. bahwa berdasarkan Pasal 85 Peraturan 
Peme,intah NomOf 72 Tahun 2005 tentang 
Dcsa maka Pcraturan Daerah mengena1 Ke11a 
Sama Oesa harus disesuaikan, 

b. bahwa sehub!J19an dengan ha1 tersebet di 
alas, IT'aka perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Kerja Sama Desa. 

BUPATI BAHYUMAS; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KER.IA SAMA DESA 

TENTANO 

Mengmgat 
KERJA SAMA DESA 

TI:NTANG 

Mcmmbang PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 21 TAHUH 200& 

LEMBARAN OAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2006 NOMOR 13 SERI E 

PEMERJNTAH KABUPATEN BANYUMAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

NOMOR 21 TAHUN 2006 

LEIIBARAN DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 

TAHUN 2(1()(j NOMOR 13 SERIE 



3 2 

Oalam Perah .. ran Daerah tniyangdimaksud dengan 
1 Oaerar adalah Kabupaten B11nyumas 
2. Pememtah Oaerah ada eh Bupati den Perangkot Oocr.ih 

sebega, unsor penyelenggara pemerin!Bhan daerah. 
3 Bupatl adalah Bupau Banyumas 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UNUM 

Menctopkan PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA 
SAMADESA 

Dengan pcrsctujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT OAERAH 

KABUPATEN BANYUMAS 
dan 

BUPATI BANYUMAS 
MEMUTUSKAN : 

1_ Peraturan Pernerlntah Nomor 72 Tahun 
2005 lenlang Oesa (Lembaran Negara 
Repub!ik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
158. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4587), 

8. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 
2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pangawasan Penyalenggaraan 
Pemerintahan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4593). 

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tantang Pemerintahan Daereh (Lernbaran 
Negara Republrk Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahen Lembaran Negara 
Repubfik Indonesia Nomor 4437) sebagai 
mana telah d1ubah dengan Peraturan 
Pernerintah Penggent1 Undang-undang 
Nomor 3 Tahun 2005 teniang Perubahan 
Undan9-undang Nomor 32 Tahun 2004 
tent.:ing Pemerintahan Oaerah (Lemharan 
Negara Repubik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 38, Tombahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4493) yang 
telah ditetapkan dongan Undang-undang 
Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tehun 2005 Nomor 
I 08. Tambahan Lembaran Nogora 
Republik Indonesia Nomor4548); 

4 Undllllg-undang Nomor 33 tahun 2004 
tentang PQl'rnbangan Keuan9an aruara 
Pamerintah Pusat ctenoan Pemenntahan 
03erah ( Lembaran Negara Republ k 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tombahan Lembaran Negara Nomor 
4438); 

5 Peraturan Pemerinlah Nomor 68 Tehun 
1999 tentang Tata Cara Peleksenaen 
Peran Serta Masyaral(at dalam 
Penyetenggaraan Negara. 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 
2000 tenteng Kowcn:>ngan Pemanntah 
dan Kewenangen Propinsi sabaga, 
Oaerah Otonom ( Lomboran Negara 
Republ k Indonesia Tahun 2000 Nomor 5"' 
• Tambahan L.emberan Negara Rapub'ik 
Indonesia Nomor3952), 
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( 1) R1.ang ingkup ker1asama desa meliputi btdang 
a. pemenntahan, 
b perekonom,an • 
c pendld1bn 
d kesehatan, 
e SOHM budaya • 
r P<trrwisata. 
9 pembangunan . 
h ketentraman dan ketert1ban 

pemanfaeten surr~rdaye alam dan tekno'ogi tepat guna 
dcngal'lmemerhetikan kelestarian hngkungan 

Pasal 3 

BAB Ill 
RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA DESA 

(1) Cesa dapal mengadakan kerja sama antar desa dan / atau 
dengan Pihak Ket ga 

(2) Kerja sama sebagarnana dirnaksud pada ayat ( 1 J dllakukan 
sesuaidengankewenangannya 

(3) Tujuan kel'ja sana sebagamana d1maksud paCla ayat (1) 
adalah 
a. memngkalken penyelenggeraan pemerintahan desa· 
b meningkatkan pelalcsanaan pembangunan ' 
c meningka1kan stabilitas keamanan desa ; 
d. meningkalkanpertumbuhanekonom1, 
e mcningkatkan koscjehtcraen mesyerakal; 
f memngkalkan PendapalanAsl1 Desa 

Pasal 2 

BABU 
KERJASAMA DESA 

4. Kecamatan adalah wilayah ke~a Carnal sebagai Parangkat 
Daerah Kabupalen. 

5. Des a adalah kesatuan masyarakat hukum yang memffiki batas· 
batas wilayah yang berwenang untuk mergalur dan mengun.1:1 
kepentmgan masyarakat setempal. berdasarkan asal-usul doo 
adat istiadat setempat yang d.akui dan diho'mati dalam S stem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintahan Desa odalah panyelenggaraan urusan 
pemerintahan oleh Pemerintah Oesa dan Badan 
Permusyawaratan Dess dalam mengatur dan mengurus 
kepenlingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan 
adat isliadal setempat yang diakui den dihomiati dala-n Sistam 
Peme,intahan Negara Kesatuen Repubhk Indonesia. 

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkal Desa 
sebegei unsurpenyetenggara pemerlntahandfi!sa 

8 Badan Permusyawaralan Dess yang sclanju1nya disebut BPD 
adatah lembaga yang merupakan pcrwujudon demokrasi 
dalam penyelenggaraan pemenntahan deea sebagoi unsur 
penyelenggara pemerinlahan desa. 

9. Poraturon Desa adatah Peraturan yang dlletapkan oleh BPD 
borsam3-tamadengan Kepala Desl'I 

10. Oesa adalah kesatuan masyareket hukum yong memllik1 bal.as 
batas wilayah yang berwenang unt.uk mengotur don rrengurus 
kepentlngan masyarakat setempat bcrdasarkon asal-usul dan 
adat lsttRdat setempat yang d1akul den d1hormet dalom Sistem 
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

11. KeMa Semo edoloh sualu usal'la bersama dengan pnnsip sating 
menguntungken dalom penyelenggaraan PemPr ntahan 
Pembengunan den Kemasyarakatan yang d1taku1<;m anta' Desa 
maupunantare Desa dongon Pihak Kebga 

12. Kel)a Sama Oesa adalah xena sama antar desa ateu occo 
dengan P1hak Ketlga 

13. Pe~lis,hen edaleh porbedaan pendapat yang terjadl antara 
desa dalam periyelonggaroan Pemenntahan, Pembangunan 
dan Kemasyara'l(otlln Desa 
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(1) Persel sahon kerJa sama antara desa dengan Plhak Ke1iga 
dlfasi 1\0Sl don d1selesa kan olenCamat. 

(2) PenyP'PSalaan persel sinan sebagarnana d maksud pada 
ayat (1) d lakukan secara ac:1,1 dan tldak memlhak 

(3) Apebtla tid11k te1ad1 kcscpokoton moko dapat mengajukan 
penyelesa an ke Peng11dilen. 

Paaal 6 

(1) Perselis han Keqa Sama Oesa dalam satu kecamatan. 
difesiilasi don diselesaikan oleh Carnal. 

(2) Persells han Kerja Sarra Desa dalam kecamatan yang 
bertleda, d fasHhasldandlse'esaikan oleh Bupati. 

(3) Penyelesi11an perselisihan scbagaimano dimaksud pada ayat 
(1) danayat (2)d1lakukan secera edil den tidok mcm1hok. 

(4) Penye1esa1an oerselisihan sebagalmana dlmaksud pada ayat 
(1) clan ayat (2) bersilat final 

Pasal5 

BABV 
PENYELESAIAN PERSELISIHAN 

a. ketua; 
b. sekra::alis: 
c. bendahara; 
o anggota. 

(5) Susunan anggota Sadan Kerja Sama Oesa sebagalmana 
dimaksud ayet (4) harus ada ketcrwakilan dari masing-mas,ng 
Oesa atau keterwakilan antara Oesa deng.in Pihak Ketiga. 

6 

(1) Untuk pelaksanaan kerie same sebegsimana dimeksud 
datarn Pasal 3 dapat dibenluk Sadan Kerja Sama Oesa. 

(2) Jumlah anggota aacan KerJa Sama dlsesuaikan kebuluhan 
mas1ng-masmg Oesa atau nesa dengan Pihak Ketiga dan 
ditetapkan dengan Keputusan Bersama Kepala Desa atau 
ont.:ira Kepala 086adengan P1hak Keuga 

(3) D11dan Ker1a Samo ccbogoimana dunal<sud pad a ayat ( 1) 
mempunyai tugas 
a melaksanakan kerja sama, 
b. metaporkan hasll pelaksanaan kerja sarna kepada Kepala 

oess. 
(4) Susunan Anggota 8iadan Keq.a Sama Desa sekurang 

kurangnya terdiridarl: 

Paaal4 

BABIV 
PELAKSANAAN KERJA SAMA 

(2) Bentuk Kerja Sama amar Desa dltetapkan dengan Keputusan 
bersama Kepaia Desa dan Kerja Sama dengan Pihak Ketiga 
diatur dengan perjanjian kerja sama. 

(3) Kerja Sama Desa atau dengan P1hak Ketiga yang ruang 
lingkupnya membeban1 masyaralcat clan I atau desa harus 
mendapatkan persetujuan BPD. 

(4) Keputusan bcrsama Kepala Desa atau perjanjian kerja sama 
sebagaimane dimaksud pada ayat (2) harue di'aporl<an 
kepada Bupati melatui Camat. 

(5) Peraluran bersama Kepala Oesa atau Peria11ien Kerja Sama 
dengan PhakKetiga sekurang-kurangnya rnemuat: 
a. ruang hngkup kerja sama: 
b. hak dan kewajiban atau tugas dan t:.nggung jawab 
c. jangka waktu kerja same ; 
d. penyetesalan persellsihan: 
e. btayia pelaksanaan kerja sama 
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Korjo Samo Dose yong sudah odo scbelum berl:ikunya Peraturan 
Daereh in1 maslh tetap berlaku scpan,ang bdok bertentang.an 
dongan Poroturon Dooroh ini. 

SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN BANYUMAS 

Tld. 
SINGGIH WIRANTO. SH, 

NIP 500086 ~ 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 13 
S£RIE 

Paaal10 

BABIX 
KETENTUAN PERALIHAN 

Diundangkan di Purwokerto 
Pooo t.ongg3129 Desember 2006 

Pelaksanaan pemb,naan dan pengawasan Kel)a Sama Desa 
dengan P1hak Ket1ga ddaks.inakan oleh Bupat, atau peJab.lt yang 
ditunjuk. 

ARIS SETIONO 

BUPATI BANYUMAS, 

Ttd. 
Pasal 9 

Dftelapkan di Purwokerto 
Pad a r:inggal 29 Desember 2006 

BAB VIII 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pemblayaan kerjasama d1bebankan pada masin9-mas1ng p1hilk 

Agar setiap orang mengetahuinya, meme, intahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanya 
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas. 

Pasal8 

Tenggang 111aktu pelaksanaan kerja sama paling lama 5 (lima) 
tahun dan dapat diperpanjang lagi. 

Dengan ber'akunya Peraturan Daerah ini, make Peraturan Daerah 
Kabupaten Banyumas t-.omor 14 Tahun 2000 tentang Kerjasama 
Antar Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2000 
Nomor15 SeriD )dicabutdandinyatak!lntidakber1aku. 

Peraturan Daerah immula, bedaku pada tanggal diundangkan. BAB VII 
PEMBIAYAAN 

Pasal 11 

BABIX 
KETENTUAN PENUTUP 

BABVI 
TENGGANG WAKTU 



II 

I. PENJELASAN UMUM 

KERJA SAMA DESA 

Pasal2 
Pasal3 TENTANG 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
NOMOR 21 TAHUN 2006 

Pasal lnl memuat istilah-istllah yang 
dlpakal dalam Pera1uran Daerah ru, 
c:engan maksud agar terjadl persamaan 
persepst 
Cukup Jelas. 
Vang dimaksud dengan Pihai< Ketiga 
antara lain Lembaga, Sadan Hokum, dan 
Perorangan di Luar Pemerintah Desa. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Cukup Jelas. 
Culcup Jetas 
Cukup Jetas. 
CukupJelas 
Culcup Jelas 
Cukup Jelas. 

Pasat4 
Pasal5 
Pasal6 
Pasal7 
Pasal8 
Pasal9 
Pasal10 
Pasal11 

Sebagalmana kita ketahui bersama, bahwa pade tanggal 15 
Oktober 2004 telah d undangkan Unclang-undang Nornor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah . yang merupakan 
pengganb dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Oaerah. 
D;ilam Pasal 136 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 
tentang Pemenntahan oaeran, ditegaskan bahwa da.arn 
rangka penyefenggaraan otonomi c:taerah pertu d1tetap~an 
Poreturan Daorah y::mg merupakan penjabaran leb1h lan1u1 
dari peraluran perundang-undangan yang lebih Unggi dongan 
n iemperhatikan c,ri khas ma sing-ma sing daerah. 
Dalam rangka monlndoklanJut1 pelaksanaan Undang-undang 
Nomor 32 Tahun 2004, telah d1tetapkan Peraturen Pemenntah 
Nomor 72 Tahun 2005 tenlang Desa 
Untuk menindaklaniuti Poroluran Pemerintah tersebut di atas, 
maka salah satu hal yang haru:i dllaksa'lakari olch Ooerah 
adalah menetapkan Perabsan Daerah tentang Kerja Sama 
Oesa 

Pasal1 

II PENJELASAN PA SAL DEMI PA SAL PENJEL.ASAN 
ATAS 


